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& Algsan Pemiliban Judul

Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada
#asul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat di sepanjang masa yang
gads hakikatnya merupakan sistem akidah dan tata kaidah yang mengatur
segala perikchidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan sang
Pemcipta maupun dengan sesama.

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Menurunkan agama
lslam sehagai pedoman hidup manusia. Melalui al-Qur 'an Allah menerangkan
berbazai persoalan hidup manusia dengan maksud supaya manusia dapat
Sesakan dengan lurus sesuai yang Allah perintahkan. Dalam firman Allah:
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Al-Guran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi
b yang mevakini (al-Jaasivah: 20)

Sebapaimana dikelshui bahwa hukum Islam yang mengstur segala
sessoalan dalam kehidupan manusia juga sesuai dengan judul yang penyusun
wulis ini vang mengatur persoalan pasangan hidup manusia yaitu pemikahan
vang di dalamnya juga terdapat masalah-masalah yang patul kita kaji seperti

Sekum pernikahan poligami. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

' Departemen Agama RL 4l-Qur 'an dan Terjemahmya, CV TohaPutra, Semarang, 1989, h.
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Dan fika kamu takut tidat akan dapar berlaku adil terhadap (hak-hat)
pesespuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wamsa-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika
s tokut lidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atcu
Swdek-budak vang kamu miliki. Ymg demikian itu adalah lebih dekat kepada
ik berbual aniaya. (an-Nisa' 3)

Poligami merupakan syariat Islam yang akan berlaku sepanjang zaman
Ssgg=s hari akhir. Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki
\emampuan unituk adil di antara para istri, schagaimana pada ayat:
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Dan kamu sekali-kali tidok akan dapat berlaku adil di antara istri-

Lo mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah
bews terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
wamg lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
wemelihara diri (dari kecurangan), maka sesmgguhrwa Allah Maha

Fempampun lagi Maha Penyayang (an-Nisa ' 12957
Allsh mengabarkan ketidakmampuan merealisasikan keadilan di antara

gz istri adalah dalam masalah cinta, jima® dan bagian hati. Allah telah
e eleskan sifat manusia bahwa mereka adalah makhluk yang tidak mampu

meneuzsai kecondongan hati mereka terhadap scbagian, tidak kepada sebagai
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ame lain. Yang dimaksud disini adalah yang tidak berbuat adil dalam nafkah
Sss menginap bukan dalam masalah cinta dan hasrat hati. Tidak ada
secrsscpun yang mampu menguasai hatinya kecuali Rabb yang menciptakan
Baes-bati tersebut.

Sedangkan keadilan yang disyaratkan adalah adil secara lahir yang bisa
Wiskukan oleh manusia yaitu perhatian, bimbingan, pelayanan kebutuhan
Swkan keadilan dalam cinta, kasih sayang dan jima® (seks) yang itu scmua
~ kembali kepada minat hati.

Berizku adil dalam bermu’amalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan
memberikan kepada masing-masing istri hak-haknya. Adil di sini lawan dari
swrsse yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya
ssn mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat
Shan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antar para istri adalah
messamakan hak yang ada pada para istri. Tidak hanya sebatas adil seorang
wsmi juga wajib memberikan nafkah untuk istri, maka nafkah adalah wajib
@ikae dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga
merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya
setasai honsckuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syari'at. Allah
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Hendaklah orang yang mampu memberi  nafkah  menurut

Semampmannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendakiah memberi
wehan dart harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan
St kepada  seseorang melainkan sekedar apa yang Allah  berikan

w,:} Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, fai-
Talaag 7)

Hadit nwayat Abu Daud dan Ibnu Majah mencenitakan kisah Nabi

S AW 1=ntang poligami bﬁhmy‘l
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Dk (ois bin Haris, ia berkaia; Aku masuk fsfmﬂ sedang aku memilili delapan

wir. lalu aku menghadap Nabi SAW, Kemudian kuteranghkan hal itu, lalu m
et “pilihlah empal di antara mereka . (HR. Abu Daud dan {bnu Majeh).”
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“Abdullah bin ‘Ubaidillah Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar itbn
Waamah dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW. bersabda dari
e mumbar, Beberapa keluarga Bant Hasyim bin al-Mughirah meminta izin
Semadadn untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib RA.
Soistmilah aku tidak akan mengizinkan, aku fidak akan mengizinkan, dan aku
Sk awan mengizinkan, kecuali Al bin Abi Talib menceraikan putriku,
Sapwrslahkan 1a mengawini putri mereka. Ketahuilah, pufmi:u itu bagian dar
St apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku fuga™.

Hadii di atas menandakan bahwa poligami memberikan dampak sosial

sany kurang baik.

Undang-undang yang dibuat oleh negara sendiri mengatur lentang
W berpoligami yaitu pada pokoknya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal
555 dan UL No.1 tahun 1974 pasal 5 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi
Sikoam Islam pasal 55-59 berbunyi: '

“Bad b 946

" Sewikh Imam Mubammad bin Ali bin Muhammad As-Syankani, jilid 2, Dar al-Fiks,
W Esbamon, 1973, h. 2201

* Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Naisaburi, Af-Jami ' as-Shahir, Dar al-
e Beew o h 1902




Pasal 55

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, lerbalas hanva sampai
empat istri.
2 Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3 Apabila syarat utama yang discbut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.
o= 56

! Suami vang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.

2 Pengajuan permohonan lzin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VII1 Peraturan Pemeritah
No.9 Tahun 1975,

3 Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat
tanpa izin dari Penpadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fasad 57

Femeadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
Sersni kebih dari seorang apabila:

& Isin tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
& Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang fidak dapat
disembuhkan.
¢ lsiri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pl 58

!. Selain syaral utama vang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat
vang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.l Tahun 1974 yaitu
2 adanya persetujuan istri.

5. adanva kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka.

2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, perselujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan
isteri pada sidang Pengadilan Apama.

3 Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya
2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.



P 55
Dwem hal st tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 1zin untuk
ﬁhﬁh&uﬁmmgbudmkmnm;ﬂﬂm:hsmmgm
fsle pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang
peswidsngan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami
s mengajukan banding atau kasasi.’

ldealnva, jika syarat-syarat di atas dipenuhi, maka suami dapat
*—#mmnhunmkcpnh!’mgaddm di daerah tempat tinggalnya.
Saswe dalam praktiknya, svarat-syarat vang diajukan tersebut tidak
wmenchoya diteati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari
pemescdilen untuk menjamin syarat ifu dijalankan. Bahkan dalam beberapa
S meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami
‘s dilaksanakan

Sehagai konsekwensi dan pembakuan peran dalam UU Perkawinan
suee adslah kepala keluarga dan istri pengurus Tumah tangga) maka menjadi
Sewanban suami untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anaknya, juga
‘memsenkan biava perawatan dan pendidikan anak. Begitupun ketika suami
‘mesruckan menikah dengan perempuan lain, kewajiban itu tetap masih ada
semern vang tersebut dalam UU no.1 tahun 1974,

Pasal 5 avat | (point b) UU no.1/1974 menyebutkan: salah satu syarat
‘e harus dipenuhi suami agar permohonan poligaminya disetujui Pengadilan

" Abdurrashman, Kompilasi Hukum Isiam di indonesta, Akademika presinda, Jakarta, 1995,



sdanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
ssari-istri dan anak-anak mereka. ©
Pasal 41 (poin c) Peraturan Pemerintash RI No. 9/1975 tentang
UL No.l/1974 juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat
ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
sperissn hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
' Sermt ketcrangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh
Senmdahara fempat suami anda bekerja ; atau
0 Seewt keterangan pajak penghasilan, atau;
0 Sermt keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Pasal 34 (avat 1) UU No.1/1974 yang mengatur masalah hak dan
ewas ban suami istri menycbutkan: Suami wajib melindungi istrinya dan
mesteskan  segala  keperluan  hidup berumahtangga sesuai  dengan
S=mampuannya. ’

Diemikian adalah syarat-syarat yang harus dilaksanakan olch laki-laki
g imgin beristri lebih dari satu, yang di antaranya adalah harus memberikan
weman nafkah kepada istri-istrinya yang tentunya berbeda-beda antara satu
Sms poligami dengan yang lainnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penyusun ingin mengetahui
eswce besar jaminan nafkah yang harus diberikan kepada istri serta bagaimana
s bakim Pengadilan Agama Demak mengadil/memberikan ijin poligami

Wemeds scscorang yang ingin berpoligami. Maka dari hal-hal itulah yang

¥ Usdang-Uindang RI No, 1| Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Ancka Tlmu, Semarang,



‘mesderong penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul : “Studi Analisis
Pesesapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0665/Pdt.G/2010/PA.Dmk

~ Tewtssg Jaminan Nafkah Dalam lzin Poligami™.

Sesusi observasi awal dengan adanya perkara izin poligami dan
wmman nafkah yang masuk di Pengadilan Agama Demak, penyusun tertarik
s menganalisis jaminan nafkah dalam izin poligami di Pengadilan Agama
Demak dan penyusun memilih Pengadilan Agama Demak karena penyusun
 memsa tidak asing dengan tempatnya dan permah melaksanakan kegiatan PPL
L & _ %

. Pemegassn Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam
g imi, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang
wmes dalam  judul skripsi ini, denpan maksud agar tidak terjadi
Sessiesowhaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang
sk Shahas

Adaspun istilah-istilah yang perlu dijclaskan dalam skripsi yang berjudul
SSTLUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
WOMOR: 0665/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG JAMINAN NAFKAH
DAL AM IZIN POLIGAMI™, adalah sebagai berikut :
| Sewdi: Analisis, pendalaman, pengkajian, penyelidikan, riset, telaah, "

. Amalisiss Penguraian suatu pokok masalah atas berbagai bagiannya dan
wtiish penelaahannya dari bagian itu sendiri serta berhubungan antara

Sagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti

* Eho Endarmoko, Tresaurs Bakasa Indonesia, PT. Ramodia Utania, Jakarta, 2006, h. 613



kescluruhan.'!

1 Pemetapan: proscs, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan
betan dsh), pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).

4 Pesgadilan Agama: Badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama

Jsiem dan memutuskan perkara tentang perkawinan, perceraian, talak dan
Jei=-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengadilan Agama tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan
&am menyelesaikan perkara-perkara anlara orang-orang yang beragama
\se= dibidang perkawinan, kewarisan hibah, wakal dan shadaqah

Serdasarkan hukum Islam."

 Jwminen Nafkah: Jaminan; kesediaan menanggung sesuatu (akibat dan lain-

\am). cagaran, tanggungan jaminan hak jamin. Mafkah; vang (makanan dan
Se-lzin) vang diperlukan untuk hidup, sara hidup/perbelanjaan dan lain-
s yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya.”

Jadi jaminan nafksh yaitu: Tanggungan berupa uang, makanan,
Setwtuhan hidup dan lain-lain yang diberikan suami kepada istrinya.

Dalam UU Perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Dalam pasal
4 gvat | discbutkan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan
wegals  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga sesuai  dengan
Lemampuannya’. Demikian pula dalam UU No. 7 tahun 1989 mengatur

secers materiil apa yang dimaksud dengan nafkah istri, UU ini hanya

" him_ 17

= Usmdang-undang No 7 Tahun 1989 Temang Pengodilan Agama, Penjelasan [mum,
Tams Miss, Surabaya, 1996

Ve dict rewazorg, diakses 21 juni 2011



mengstur mengenai hukum acaranya saja. Pasal 66 ayat 5 misalnya,
mengatur tentang permohonan nafkah istri.'!

Poligami: Perkawinan antara seorang pria dengan dua wanita atau lebih.'*
Dwiam Kompilasi Hukum Islam bab [X pasal 55 istilah poligami tidak
Ssesutkan, tetapi poligami diartikan beristri lebih dari satu orang.

Makas maksud dari judul skripsi ini adalah analisis penetapan
Agama Demak Nomor: 0665/Pdt.(/2010/PA.Dmk tentang jaminan
dalam izin poligami.
dan Pokok Masalah

Manakala usia perkawinan telah berjalan, ada di antara pasangan yang
dksruniai anak, ada vang istrinya tidak bisa melayani, hal inilah yang

ada alternatif yang secara syar’i dibolehkan oleh Islam untuk

Mengingat bahaya (madarar) yang timbul akibat poligami itu sangat
pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat
Usdomesia, maka pemerintah Republik Indonesia berhak dan bahkan
untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan
tersebut dalam UU No. | whun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan PP
8 sshun 1983 demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.'®

Syarat vang harus ada bagi orang yang ingin berpoligami dalam
perkawinan nomor | tahun 1974 pasal 5 huruf b. yang

* peed Dr H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata di
Perailon Apama, cet_ 5, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 411
Ax s Kamarul Zaman. M. Dahlan Y. Al-Bamry, Kamus fimiaf  Serapan, Absolul

2003 h 554
S0 Abmd Abd. Madjid. MA, Masail Fighiyvah, Garoeds, Pasuruan, 1991, h. 19
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adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan

ari-istri dan anak-anak mereka. Dan dalam Peraturan Pemerintah
Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 41 ditegaskan harus
surat keterangan dari instansi tempat ia bekerja atau bukti
vang menandakan bahwa ia mampu.

LUstuk lebih mengarahkan pembahasan ini difokuskan pada rumusan
yaitu:

putusan Pengadilan Agama Demak terkait izin poligami dengan
_emisan nafkah sebagai syarat poligami?

hakim Pengadilan Agama Demak dalam memproses pengajuan
pemmobonan poligami?

: Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembzhasan tulisan ini
sehagai berikul :

. Mhemgewmhui bagaimana putusan Pengadilan Agama Demak terkait izin
peiigami dengan jaminan nafkah sebagai syaral poligami.

WMemgecshui  Bagaimana hakim  Pengadilan Agama Demak dalam
‘memproses pengajuan permohonan poligami.

Penelitian

Metode penelitian vang digunakan penyusun disini adalah pendekatan
menunjang dalam mencari penjelasan masalah yang dihadap, penulisan
: w didasarkan pada suatu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan

Demak.

11



 Jemis Penclitian

Jemic penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan
sesearch). Hal ini dilakukan melalui survey dalam upaya mendapatkan
dsta salinan penetapan hakim Pengadilan Agama (data primer) terkaitl
jaminan nafkah dalam izin poligami yakni scbagaimana yang
oleh Pengadilan Agama Demak dalam putusannya No:
10/PA.Dmk.

Papelesi dan sampel

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik sampling
karens jumlah populasi yang akan diteliti relative kecil. Teknik
sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Tek=ik pengumpulan data

Dulam teknik pengumpulan data, penyusun mengambil data dari
Agama Demak yaitu berupa penetapan perkara izin poligami No.
10/PA.Dmk. Kemudian penyusun mengkaji, mentela’ah
jaminan nafkah scbagai svarat poligami, baik itu prosedur
maupun izinnya.

Mesode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun
data dan membahas data tersebut, untuk menganalisa data yang
penyusun menggunakan induktif yaitu merupakan suatu cara yang

untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu

12



yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran
yemudian dinilai secara umum."’
Penulisan
Useuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan
sistematika penulisan dengan membagi seluruh materi menjadi
4an masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima
dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
: Pendahuluan
Yang meliputi latar belakang masalah, alasan penulisan judul,
identifikasi masalah, tjuan penulisan, metode penulisan dan
sistemnatika penulisan.
- Pengertian Umum Tentang Poligami
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian poligami, dasar
hukumnya, syarat-syarat polipami, hikmah dan tujuan poligami,
prosedur pengajuan permohonan poligami.
- Prosedur Poligami di Pengadilan Agama Demak
Dalam bab ini berisi tentang prosedur dan proses pemeriksaan
perkara poligami serta pertimbangan PA Demak dalam
menetapkan perkara poligami.
- Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Terhadap Jaminan

Nafkah dalam lzin Poligami.

" Dwdems Abdurrahman, Pengantar Mefode Penelitlan, Kurnia Kalam Semesta,
2003, b7
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Yaitu berisi analisis jaminan nafkah sebagai persyaratan dalam
penetapan izin poligami, analisis penetapan Pengadilan Agama
Demak Nomor: 0665/Pdt.G/2010/PA. Dmk tentang jaminan
nafkah dalam izin poligami.

- Penutup
Yaitu yang pertama kesimpulan dilanjutkan saran-saran kemudian
diakhiri dengan kata penutup.
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